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1. Latar Belakang 
Berbagai Undang-Undang atau pun peraturan telah ditetapkan dalam upaya 
memberikan perlindungan kepada rakyat dari bencana, salah satunya adalah 
Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Walaupun 
regulasi telah disiapkan dan disahkan, namun kenyataannya dalam menghadapi 
permasalahan bencana belum ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 
Maka perlu merumuskan kembali model kebijakan penanggulangan secara 
integratif yang berpihak kepada masyarakat korban. Dalam arti, kebijakan 
penanggulangan bencana tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi 
terkait kebencanaan baik pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, maupun 
sampai dengan pemantauan dan evaluasi setelah terjadinya bencana. Demikian 
pula yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, khususnya pada masyarakat desa 
Ngadisari, Kecamatan Sukapura, sebagai kawasan yang rawan bencana. Selama 
ini, kebijakan penanggulangan bencana bisa dikatakan kurang efektif dan kurang 
bisa diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan rawan 
bencana. Kebijakan penanggulangan bencana selama ini lebih cenderung “top 
down”, dan bersifat instruksi sehingga kurang bisa diterima oleh masyarakat. 
Adanya kearifan budaya lokal yang ada pada masyarakat kawasan rawan bencana 
perlu diangkat dan dikuatkan sehinga terjalin sinergitas dengan kebijakan 
penanggulangan bencana yang ada pada masyarakat kawasan rawan bencana 
tersebut. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang harmonis antara 
pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana yang terjadi 




2. Tinjauan Pustaka 
Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan untuk menganalisis kebijakan 
penanggulangan bencana alam selama ini, khususnya kebijakan kebencanaan di 
Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Disamping itu juga konsep kearifan lokal, 
yaitu kebijakan yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan 
perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang 
dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan 
bahkan melembaga. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan 
bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-
ulang dan mengalami penguatan (reinforcement). Selanjutnya dalam rangka 
menganilisis implementasi kebijakan bencana yang berjalan selama ini digunakan 
konsep kebijakan berbasis masyarakat khususnya masyarakat yang berada di 
daerah rawan bencana.  
 
3. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan strategi pengembangan institusi dengan menggunakan 
metode pendekatan diskriptif kualitatif dan paradigma naturalisme serta 
menggunakan logika induktif abstraktif yang bertitik tolak dari khusus ke umum. 
Analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung, 
sehingga setiap langkah selalu terkait dengan langkah yang lain. Prosedur analisis 
data menggunakan model FGD (Focus Group Discusion), yang diharapkan dapat 
mengidentifikasi, menganalisis, mendiskripsikan dan mengintepretasikan 
fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan kebencanaan secara 
partisipatif. Objek penelitian adalah kajian kearifan budaya lokal yang ada pada 
masyarakat Tengger, di Desa Ngadisasri, Kecamatan Sukapura, Kabupaten 
Probolinggo pada waktu terjadi bencana letusan gunung Bromo.  Subjek penelitian 
adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya BPBD Kabupaten 
Probolinggo, sebagai pelaksana teknis kebijakan penanggulangan bencana di 
Kabupaten Probolinggo serta masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. 
 
4. Hasil Yang Dicapai 
1) Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo masih belum 
dilaksanakan dengan optimal, disamping karena faktor sumber daya manusia, 
kelembagaan, anggaran, juga karena faktor komitmen pemerintah daerah dalam 
penguatan kebijakan kebencanaan yang berbasis masyarakat. 
2) Adanya perubahan paradigma bahwa masalah bencana bukan merupakan masalah 
penting untuk mendapat prioritas perhatian pemerintah. Yang ditunjukkan dengan 
adanya partisipasi aktif masyarakat khususnya yang berada di daerah rawan 
bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana. 
3) Adanya sumber daya manusia kebencanaan yang masih rendah. Hal ini disebabkan 
oleh belum adanya perencanaan kebijakan kebencanaan yang berkelanjutan yang 
mantap, disamping lemahnya kelembagaan dan pola koordinasi antara instansi 
terkait penanganan bencana.  
4) Adanya model dalam kebijakan penanganan dapat menggugah kesadaran 
masyarakat akan potensi bencana yang ada. Dengan adanya pendekatan berbasis 
masyarakat maka akan semakin mendekatkan pemahaman masyarakat di daerah 
rawan bencana terhadap dampak bencana dalam rangka pengurangan resiko 
bencana (PRB) yang akhirnya masyarakat korban atau masyarakat yang tinggal di 
 iv 
 
daerah rawan bencana akan lebih siap dan lebih cerdas dan tanggap dalam 
menghadapi bencana.  
 
5. Kesimpulan  
1) Penanganan kebencanaan haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip 
penyelenggaraan negara yang bersifat good and clean governance. 
Menggunakan prinsip good governance, titik tekannya (emphasize) yang 
mengandung kesadaran sustainable (berkelanjutan). Untuk tu diperlukan 
adanya penanganan bencana yang efektif dan efisien dilandasi dengan 
kepemimpinan yang proaktif, mempunyai sense of crisis serta didasari adanya 
hubungan antar manusia yang baik, yang mengintegrasikan prinsip 
keberlanjutan ekosistem. Dalam sistemnya tersebut akan menuju pada 
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bersama di daerah. 
2) Perlu diperhatikan pula adanya penempatan struktur organisasi yang tepat 
sesuai dengan tingkat penanggulangan bencana (dari sebelum, saat dan setelah 
terjadi bencana) yang berbeda tingkatannya). Disamping adanya kejelasan 
tugas,  tanggung jawab dan otoritas dari masing-masing komponen/ lembaga 
terkait yang terus menerus dilakukan secara lintas program dan lintas sektor 
mulai saat persiapan, saat terjadinya bencana dan pasca bencana. 
3) Model dalam kebijakan penanganan bencana berbasis masyarakat yang 
integratif perlu terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dalam 
mengembalikan akses dan kontrol masyarakat yang terkena dampak bencana, 
sebagai jalan utama untuk mengurangi korban bencana.  
4) Kebijakan penanganan bencana akan dapat berjalan baik jika masyarakat 
mengerti dan sadar akan posisinya. Sehingga diperlukan langkah dan strategi 






















Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahas Esa karena kuasa dan 
limpahan-Nya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Akhir  Penelitian Hibah Bersaing 
dengan judul “Model Penanggulangan Bencana Secara Integratif yang Berbasis 
Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Probolinggo”. Kabupaten Probolinggo Provinsi 
Jawa Timur tergolong sebagai salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana. Namun 
penanganan bencana selama ini masih dikatakan memprihatinkan. Walaupun telah ada 
regulasi Penanganan Bencana, namun kenyataannya belum bisa dilaksanakan secara 
konsisten. Implementasi kebijakan manajemen penanganan bencana yang dilakukan masih 
terkesan kurang optimal dan profesional. Penelitian ini menganalisi dan mendiskripsikan 
tentang peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan kebencanaan masih belum 
optimal. Kebijakan kebencanaan umumnya masih bersifat instruksi, sehingga pelayanan 
dasar belum terlaksana dengan baik, yang berdampak pada masyarakat yang kena dampak 
bencana. Sehingga diperlukan model kebijakan penanganan bencana secara integratif yang 
berbasis masyarakat.  
 
 Model penanganan yang berbasis masyarakat, yaitu menuju masyarakat yang 
mampu mandiri, mampu mengenali ancaman bahaya di lingkungannya, dan mampu 
menolong diri sendiri merupakan model kebijakan penanganan bencana yang dirasa 
efisien, dan sesuai dengan kondisi masyarakat dalam kerangka menciptakan integrasi dan 
efektifitas. Adanya kemandirian masyarakat di daerah rawan bencana, adanya kerjasama 
antar daerah dan antar sektor, serta adanya   kelembagaan yang khusus menangani bencana 
alam di  daerah, saat ini sangat diperlukan untuk menentukan efektivitas dan keberhasilan 
penanganan bencana di daerah.  
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Semoga penelitian ini  bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meminimalisir 
korbanbencana di daerah rawan bencana. 
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Berbagai undang-undang atau pun peraturan telah ditetapkan dalam upaya memberikan 
perlindungan kepada rakyat dari bencana, salah satunya adalah Undang-Undang No 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana. Walaupun regulasi telah disiapkan dan disahkan, namun 
kenyataannya dalam menghadapi permasalahan bencana belum ada kebijakan yang berpihak 
kepada masyarakat. Maka perlu merumuskan kembali model kebijakan penanggulangan secara 
integratif yang berpihak kepada masyarakat korban. Dalam arti, kebijakan penanggulangan 
bencana tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi terkait kebencanaan baik pra bencana, 
tanggap darurat, pasca bencana, maupun sampai dengan pemantauan dan evaluasi setelah 
terjadinya bencana. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, khususnya pada 
masyarakat desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, sebagai kawasan yang rawan bencana letusan 
gunung berapi (gunung Bromo). Selama ini, kebijakan penanggulangan bencana bisa dikatakan 
kurang efektif dan kurang bisa diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di 
kawasan rawan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana selama ini lebih cenderung “top 
down”, dan bersifat instruksi sehingga kurang diterima oleh masyarakat. Adanya kearifan budaya 
lokal yang ada pada masyarakat kawasan rawan bencana perlu diangkat dan dikuatkan sehinga 
terjalin sinergitas dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ada pada masyarakat kawasan 
rawan bencana tersebut. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang harmonis antara 
pemerintah dan masyarakat sehingga akan mempermudah dalam mengatasi permasalahan 
kebencanaan yang terjadi di kawasan rawan bencana tersebut. 
 
Tujuan penelitian adalah 1) menganalisis sejauh mana efetivitas kebijakan 
penanggulangan   bencana    alam     dalam   meminimalisir korban di kawasan rawan bencana, 2) 
menganalis bagaimana model penanggulangan bencana alam secara integratif berbasis kearifan 
budaya lokal dapat  mengurangi adanya korban jiwa atau materiil di kawasan rawan bencana  3) 
Manganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan 
penanggulangan bencana secara integratif yang berbasias kearifan  budaya lokal sehingga dapat 
diterima masyarakat dalam rangka meminimalisir jumlah korban. 
 
Penelitian ini merupakan strategi pengembangan institusi dengan menggunakan metode 
pendekatan diskriptif kualitatif dan paradigma naturalisme serta menggunakan logika induktif 
abstraktif yang bertitik tolak dari khusus ke umum. Analisis data dilakukan sejak awal dan 
sepanjang proses penelitian berlangsung, sehingga setiap langkah selalu terkait dengan langkah 
yang lain. Prosedur analisis data menggunakan model FGD (Focus Group Discusion), yang 
diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis, mendiskripsikan dan mengintepretasikan 
fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan kebencanaan secara partisipatif. 
 
Objek penelitian adalah kajian kearifan budaya lokal yang ada pada masyarakat 
Tengger, di Desa Ngadisasri, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada waktu terjadi 
bencana.  Subjek penelitian adalah Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa 
Timur dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya BPBD Kabupaten Probolinggo, sebagai 
pelaksana teknis kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo, Tokoh 
masyarakat dan masyarakat Tengger Kabupaten Probolinggo. 
 
 
